




yaitu Vicoas Trisula Bhakti Amalo dan Bima Theodorianus Fanggidae, dengan Nomor 

Perkara 111/PHPU.BUP-XXlll/2025, Perkenankanlah Kami menyampaikan Keterangan 

Pihak Terkait, sebagai berikut: 

I. KETERANGAN PIHAK TERKAIT: DALAM EKSEPSI

A. Eksepsi Terkait Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus

Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati

Kabupaten Rote Ndao Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang diajukan oleh

pasangan Galon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rote Ndao Tahun 2024 Nomor

Urut 2 (dua), dengan alasan-alasan sebagai berikut:

A. 1. Eksepsi bahwa Mahkamah Konstitusi Tidak Memiliki Kewenangan Absolut

Untuk Memeriksa, Mengadili dan Memutus Kepalsuan ljazah 

1. Bahwa Kewenangan Absolut Mahkamah Konstitusi, sepanjang terkait dengan

perselisihan hasil pemilihan umum telah diatur secara tegas dalam Pasal 24C ayat

(1) UUD Negara Republik Indonesia 1945 jo Pasal 1 ayat (3) huruf c jo Pasal 10

ayat (1) huruf d UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG 

MAHKAMAH KONSTITUSI (UU 24/2003) jo Pasal 157 Ayat (3) Undang-Undang 

Nomor 10 Tahun 2016 (UU No. 10/2016) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 

85/PUU-XX/2022 tertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca: 

Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 menyatakan: 

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan 
terakhir yang putusannya bersifat final untuk .... dan memutus 
perselisihan tentang hasil pemilihan umum". 

Pasal 10 ayat (1) huruf d UU 24/2003 menyatakan: 

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan 
terakhir yang putusannya bersifat final untuk: ... d. memutus perselisihan 
tentang hasil pemilihan umum". 

Pasal 157 Ayat (3) UU No.10/2016 jo Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 

85/PUU-XX/2022, selengkapnya harus dibaca sebagai: 

"Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil
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Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi". 

2. Bahwa dalam hal ini, Pokok Permohonan Pemohon TIDAK 

mempermasalahkan perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir 

yang ditetapkan Temohon, melainkan telah menduga-duga adanya dugaan 

penggunaan ijazah palsu dan dugaan pelanggaran etika politik (politik uang). 

3. Bahwa dalam permohonannya, pada pokoknya Pemohon telah menduga bahwa

ljazah milik Apremoi Dudelusy Dethan adalah tidak sah alias Palsu. Namun, tidak

ada satupun bukti yang terang-benderang yang menyatakan bahwa ijazah milik

Apremoi Dudelusy Dethan adalah palsu.

4. Bahwa dalam hal ini, Pemohon justru memaksakan kehendaknya agar Mahkamah

Konstitusi memeriksa, mengadili dan memutus terkait keabsahan ljazah Apremoi

Dudelusy Dethan sebagaimana tercantum dalam Permohonan Pemohon Hal. 14

Angka 7 dan Hal. 15 Angka 8, yang dikutip sebagai berikut:

Permohonan Pemohon Hal. 14 Posita Angka 7

"Bahwa Pemohon menemukan bukti bahwa ljazah milik Pasangan Ca/on Wakil

Bupati Rote Ndao Tahun 2024 atas nama Apremoi Oudelusy terindikasi palsu."

Permohonan Pemohon Hal. 15 Posita Angka 8

"Bahwa dugaan Penggunaan ljazah palsu sebagai syarat untuk .. .. "

5. Bahwa jika dicermati frase/diksi yang digunakan Pemohon adalah "terindikasi

dan dugaan" terkait kepalsuan ljazah Calon Wakil Bupati atas nama Apremoi

Dudelusy Dethan.

6. Bahwa untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan palsu atau tidak palsunya

sebuah ljazah merupakan kewenangan absolute Peradilan Umum Pidana yang

harus dilakukan melalui tahapan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan di

depan Pengadilan Negeri dalam sistem peradilan pidana (Criminal Justice

System).

7. Bahwa dengan demikian, penggunaan ljazah yang diduga palsu dalam

Permohonan a quo merupakan kewenangan absolut / mutlak / sepenuhnya

dari lingkup Peradilan Umum (Pidana) dan BUKAN MERUPAKAN

KEWENANGAN absolut Mahkamah Konstitusi.

8. Bahwa dalam logika hukum di atas, tidak hanya tindak pidana pemalsuan,

Mahkamah Konstitusi juga tidak memiliki kewenangan absolute untuk memeriksa,
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mengadili dan memutuskan tindak pidana korupsi atau tindak pidana lainnya atau 

kepalitan. Mahkamah Konstitusi hanya akan menilai keterpenuhan syarat 

berdasarkan Pasal 7 ayat (2) huruf g dan huruf I UU No. 10/2016 jika telah terdapat 

putusan pengadilan pidana dan pengadilan niaga yang telah berkekuatan hukum 

tetap. Artinya Mahkamah Konstitusi hanya akan mendiskualifikasi seorang calon 

jika sekalipun calon dimaksud tidak memenuhi syarat (terpidana korupsi atau 

tindak pidana lainnya atau dinyatakan pailit) di atas namun tetapi tetap saja 

diloloskan KPU. 

Pasal 7 ayat (2) huruf g dan huruf I UU No. 10/2016: 

g. "tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah

memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara

terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan

mantan terpidana".

I. "tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah

mempunyai kekuatan hukum tetap".

9. Bahwa selain itu, pemeriksaan atas kasus atau dugaan tindak pidana apapun,

termasuk pemalsuan dan penggunaan akta palsu, berlaku asas In criminalibus,

probationes bedent esse luce clariores (the evidences regarding a criminal

case laid before the court, must be so clear and unambiguous that it doesn't leaved

and iota of doubt inside the minds of the court that a decision can be made another

way) telah menghendaki bahwa bukti yang diberikan atau diperlihatkan dalam

persidangan harus jelas (tidak menduga-duga). Asas ini memberi penekanan

bahwa bukti itu harus lebih terang dari cahaya (the proofs out to be clearer that the

light).

10. Bahwa terdapat juga asas hukum lainnya yakni Res lpsa Loquitor (the thing

speaks for itself). Bukti itu harus berbicara atas dirinya karena sudah jelas dan

terang benderang.

11. Bahwa dugaan dan indikasi ljazah palsu yang disampaikan oleh Pemohon dalam

permohonan Pemohon a quo juga telah menimbulkan keraguan fundamental atas

kebenaran materil dari dugaan tindak pidana yang dituduhkan, padahal diketahui

bahwa untuk mencapai kebenaran materil yang sesungguhnya maka argumentasi

dan bukti yang dihadirkan haruslah melampaui keraguan apapun (beyond
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Kabupaten Rote Ndao tentang Pasangan Ca/on Bupati dan Wakil Bupati 
Terpilih Oalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Rote Ndao 
Tahun 2024 tertanggal 3 Desember 2024"; 

21. Bahwa jika dicermati obyek yang dimohonkan dalam uraian Pemohon di bagian

perihal, pendahuluan posita dan petitum dalam permohonan Pemohon

sebagaimana telah dikutip di atas, TIDAK menguraikan dan meminta untuk

membatalkan Keputusan Termohon yakni Keputusan Komisi Pemilihan Umum

(KPU) Kabupaten Rote Ndao Nomor 1185 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil

Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rote Ndao Tahun 2024

tertanggal 3 Desember 2024 (Vide Bukti PT-5).

22. Bahwa sesuai dengan Pasal 1 angka 11 Jo Pasal 2 Jo Pasal 8 Ayat (3) Huruf (b)

Angka (5) PMK 3/2024, yang intinya menyatakan bahwa obyek dalam perkara

hasil pemilihan adalah pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum

(KPU) mengenai penetapan perolehan suara Pemilihan yang dapat

memengaruhi penetapan calon terpilih. Selanjutnya dikutip sebagai berikut:

Pasal 1 angka 11 PMK 3/2024: 

"Permohonan Pemohon yang selanjutnya disebut Permohonan adalah permintaan 
yang diajukan oleh Pemohon kepada Mahkamah Konstitusi terhadap pembatalan 
Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengenai penetapan perolehan 
suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta 
Walikota dan Wakil Walikota". 

Pasal 2 PMK 3/2024 

"Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon 

mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat 

memengaruhi penetapan ca/on terpilih." 

Pasal 8 Ayat (3) Huruf (b) Angka (5) PMK 3/2024 

"hal-hal yang dimohonkan (petitum), memuat antara lain permintaan untuk 

membatalkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang ditetapkan 

o/eh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut 

Pemohon." 

23. Bahwa dengan demikian telah terlihat dengan jelas dan nyata, bahwa

Permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah keliru dan bertentangan

dengan Pasal 2 jo Pasal 8 Ayat (3) PMK 3/2024 sebagaimana telah diuraikan di

atas.
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Rote Ndao Tahun 2024) 

No Nama Pasangan Calon Perolehan Perolehan 

Suara Persentase 

1. Paulus Henuk, S.H dan
Apremoi Dudelusy Dethan 40.474 53,41% 

2. Vicoas Trisula Bhakti
Amalo dan Sima 9.296 12,26% 

Theodorianus Fanggidae.

3. Paulina Bullu dan Sandro
26.008 34,32% Fanggidae.

TOT AL SUARA SAH 75.778 100% 

31. Bahwa dari Tabel II di atas telah terlihat dengan jelas bahwa persentase selisih

suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait adalah sangat tinggi yakni

mencapai 41.15%. Artinya persentase 41.15% ini telah melebihi syarat ambang

batas 2% maksimal sebagaimana telah diuraikan di atas.

32. Bahwa Pemohon sama sekali tidak menguraikan adanya kekeliruan atau

kesalahan perhitungan suara Pemohon yang kemudian ditetapkan dan telah

mempengaruhi perolehan akhir suara Pemohon sebagaimana diatur dalam PMK

3/2024 yakni:

Pasal 2 PMK 3/2024

"Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan T ermohon

mengenai penetapan perolehan suara hasi/ pemilihan yang dapat

memengaruhi penetapan ca/on terpilih."

Pasal 8 Ayat (3) Huruf (b) PMK 3/2024

"(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain

memuat: b. uraian yang jelas mengenai, antara lain:

4. alasan-alasan Permohonan (posita), antara lain memuat penjelasan

mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh

Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut

Pemohon;"

33. Bahwa dalam Permohonan Pemohon juga TIDAK menjelaskan sama sekali

secara rinci mengenai urgensi penyimpangan syarat ambang batas dalam perkara

ini. Dengan kata lain, Pemohon tidak dapat mendalilkan dan membuktikan adanya
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korelasi sebab-akibat sehingga perlu dilakukannya penyimpangan syarat ambang 

batas. 

34. Bahwa dengan demikian, sebagaimana telah diuraikan di atas, perkara a quo

bukanlah sebuah perkara yang dapat dikategorikan sebagai kasus-kasus

yang sulit dan unik {hard cases) atau perkara konkrit atau perkara spesifik.

Oleh sebab itu, tidak ada urgensi dan alasan yang sah bagi Mahkamah

Konstitusi untuk mengadili perkara a quo.

35. Bahwa OLEH KARENANYA Mahkamah Konstitusi tidak mempunyai wewenang

untuk mengadili, memeriksa dan memutus terkait dengan dugaan pemalsuan

dan/atau penggunaan ljazah Paket C milik Apremoi Dudelusy Dethan.

36. Bahwa selanjutnya dalam Yurisprudensi tetap Mahkamah Konstitusi,

sebagaimana yang termuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor

8/PHP.BUP-XIV/2016, Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, Nomor 1/PHP.BUP­

XVl/2018, dan putusan-putusan lain setelahnya, terkait dengan syarat ambang

batas yang harus dipenuhi Pemohon, Mahkamah Konstitusi telah berpendirian

tetap sebagai berikut:

"Bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas

kewenangannya sendiri, sehingga melampaui kewenangan yang diberikan

kepadanya oleh Pasal 157 Ayat (3) UU 10/2016 yaitu Kewenangan mengadili

perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan wa/ikota. Oengan

kata lain, secara a contrario, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas

kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan

Pasal 157 Ayat (3) UU 1012016 tanpa mengambil alih kewenangan-kewenangan

yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak

sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun oleh Pemohon yang dengan dalih

menegakkan keadi/an subtantif lalu hendak "memaksa" Mahkamah melanggar

dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah

o/eh Undang-Undang, in casu UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk

melampaui batas-batas itu, maka ha/ itu akan menjadi presenden buruk dalam

penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang

berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubemur,

bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga

menjadi presenden yang buruk bagi Upaya membangun budaya demokrasi yang

menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan

prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis

(constitusional democratic state)."

37. Bahwa oleh karena berdasarkan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana
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telah disebutkan di atas, yang telah dikuatkan dengan sejumlah Yurisprudensi 

tetap Mahkamakah Konstitusi, ditambah lagi dengan tidak adanya uraian urgensi 

dan alasan yang sah (ratio /egis) bagi Mahkamah Konstitusi untuk mengadili 

perkara a quo, maka, kewenangan Mahkamah Konstitusi HANYA sebatas 

memeriksa dan mengadili perselisihan penetapan perolehan suara hasil 

pemilihan. Adanya frase/diksi hanya demi hukum adalah untuk membatasi 

cakupan substansi hal yang dapat dipermasalahkan ke Mahkamah Konstitusi 

yakni terbatas pada hasil penghitungan perolehan suara. Sedangkan, 

Permohonan Pemohon materi/substansinya adalah lebih mempesoalkan dugaan 

palsunya ljazah Paket C milik Apremoi Dudelusy Dethan. 

38. Bahwa berdasarkan uraian, alasan dan dasar yuridis di atas, kiranya sudah cukup

alasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk menyatakan bahwa

Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus

permohonan a quo sehingga beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk

menyatakan Permohonan Pemohon Tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk

Verklaard/NO).

B. Ekesepsi Terkait Kedudukan Hukum Pemohon (Legal Standing)

39. Setelah mencermati Permohonan Pemohon, kedudukan hukum (legal standing)

Pemohon, maka terlihat dengan jelas bahwa sesungguhnya Pemohon dalam

Permohonan a quo TIDAKLAH memiliki legal standing yang dijelaskan dengan

alasan-alasan sebagai berikut:

40. Bahwa sebagaimana telah diungkapkan sebelumnya, selisih perolehan suara

Pemohon (Pasangan Calon No. Urut 2) dengan Pihak Terkait (Pasangan Calon

No. Urut 1) telah melewati ambang batas maksimal 2% yakni mencapai 41, 15%

dari total suara sah.

41. Bahwa oleh karenanya, Pemohon tidak mempunyai legal standing untuk

mengajukan Permohonan Perselihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

serta Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal

158 Ayat (2) Huruf (a) UU 10/2016.

42. Bahwa jika ambang batas maksimal 2% dari total suara sah yaitu sebesar 75. 778

tersebut maka jika dikonversikan terhadap total suara yang sah, maka didapat

hasil sebanyak 1.516 suara, dengan perhitungan yang didapat dari 2% x 75. 778

(total suara sah). Akan tetapi, faktanya berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan

Umum (KPU) Kabupaten Rote Ndao Nomor 1185 Tahun 2024 Tentang Penetapan

Hasil Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rote Ndao Tahun 2024
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tertanggal 3 Desember 2024 (Vide Bukti PT-5), dinyatakan bahwa Pemohon 

(Pasangan No. Urut 2) HANYA mendapat 9.296 suara. Sedangkan Pasangan 

No. Urut 1 mendapat 40.474 suara, yang mana dari hasil tersebut terdapat 

selisih suara yang sangat tinggi 31.178 (41, 15%). Dengan demikian, telah 

terbukti jumlah selisih suara telah melewati atau tidak memenuhi syarat ambang 

batas maksimal 2% bagi Pemohon sebagai legal standing untuk mengajukan 

Permohonan a quo, dengan kata lain Pemohon Tidak Memiliki Legal Standing 

dalam mengajukan permohonan a quo. 

43. Bahwa dalam beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi, sekalipun Pemohon

adalah pasangan calon Gubernur dan wakil Gubernur dan Bupati dan wakil Bupati,

permohonannya tetap ditolak Mahkamah Konstitusi karena tidak memenuhi syarat

ambang batas diantaranya Perkara Nomor 31/PHP.GUB-XV/2017 dan Perkara

Nomor 5/PHP.BUP/XVl/2018, Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan

hukumnya, pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

"meskipun Pemohon adalah Pasangan Ca/on dalam Pemilihan Gubernur dan 
Wakil Gubernur Provinsi Aceh Tahun 2017 dan Pasangan Ca/on dalam 
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Bangkalan Tahun 2018, akan tetapi 
Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat ambang batas 2% 
sebagaimana diamanatkan Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu 
eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan 
kedudukan hukum (legal standing) Pemohon adalah beralasan menurut 
hukum". 

44. Bahwa selanjutnya terdapat juga Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor

18/PHP.BUP-XIV/2016 yang menyatakan hal serupa dengan kedua Putusan

diatas, sebagai berikut:

"Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, meskipun

Pemohon adalah benar Pasangan Ca/on Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan

Bupati Kab. Pangkejene dan Kepu/auan Tahun 2015, akan tetapi permohonan

Pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158

UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-512015 (ambang batas selisih suara), oleh

karena itu, eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan

kedudukan hukum (legal standing) Pemohon adalah beralasan menurut

hukum."

45. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka secara hukum Pemohon terbukti

tidak memiliki kedudukan hukum//ega/ standing dalam Permohonan a quo sehingga

dalam rangka kepastian hukum dan keadilan sudah sewajarnya Yang Mulia Majelis

Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan a quo
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untuk menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (Niet Onvanke/ijk 

verklaard/NO). 

C. Eksepsi Terkait Permohonan Pemohon Tidak Jelas (Obscuur Libel)

46. Terdapat beberapa alasan yang menunjukan bahwa Permohonan Pemohon

Obscuur Libel, yang djelaskan sebagai berikut:

C. 1 Pemohon Mendalilkan Agar Mahkamah Mediskualifikasi diri Pemohon 

sendiri, Permohonan Pemohon Tidak Jelas Antara Judul, Posita Dan 

Petitum, Kontradiktif, Kabur (obscuur libel) Saling Bertentangan. 

47. Bahwa dalam permohonannya, tidak jelas dan saling bertentangan satu sama lain

sehingga pengajuan permohonan Pemohon menjadi tidak jelas. Adapun

ketidakjelasan Permohonan Pemohon sebagai berikut:

48.a. Judul Permohonan (dikutip):

Permohonan Pembatalan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi hasil 
Penghitungan Pero/ehan Suara Dari Setiap Kecamatan Dalam Pemilihan 
Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024 Kabupaten Rote Ndao tertangga/ 3 
Desember 2024". 

48.b. Posita (dikutip)

- Romawi I poin c halaman 4 (dikutip):

Permohonan Pemohon adalah mengenai adanya pelanggaran syarat formil
atas pasangan Ca/on Bupati dan Ca/on Wakil Bupati Kabupaten Rote Ndao
Nomor Urut 01 Paket /TA ESA terkait dengan keabsahan ljazah Paket C Ca/on
Wakil Bupati atas nama Apremoi Dudelusy Dethan dan Pelanggaran adanya
politik uang dari pasangan Ca/on Bupati Rote Ndao Nomor Urut 01 Paulus
Henuk, SH dan Wakil Bupati Rote Ndao Apremoi Dudelusy Dethan.

- Romawi IV Nomor 2 halaman 10 (dikutip):

"Bahwa PEMOHON sangat keberatan atas Keputusan TERMOHON yang 
menetapkan bahwa Pasangan Ca/on Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rote 
Ndao Tahun 2024 dimenangkan oleh Pasangan Ca/on Nomor 01 Paket /TA 
ESA sebagaimana tertuang dalam Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil 
Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati 
dan Wakil Bupati Tahun 2024 yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum 
Kabupaten Rote Ndao berdasarkan Berta Acara Nomor: 1132/PL. 02. 6-
BA/5314/2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di 
Tingkat Kabupaten Rote Ndao Pemilihan Tahun 2024 yang telah dikeluarkan 
sebagaimana Berita Acara serta berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil 
Penghitungan Pero/ehan Suara Dari Setiap Kecamatan Dalam Pemilihan 
Bupati Dan wakii Bupati Tahun 2024 Tertangga/ 03 Desember 2024". Hal ini 
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g. "tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah

memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara

terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan

mantan terpidana".

I. "tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah

mempunyai kekuatan hukum tetap".

89. Bahwa selain itu, pmeriksaan atas kasus atau dugaan tindak pidana berlaku asas

In criminalibus, probationes bedent esse luce clariores (the evidences

regarding a criminal case laid before the court, must be so clear and

unambiguous that it doesn't leaved and iota of doubt inside the minds of the court

that a decision can be made another way) telah menghendaki bahwa bukti yang

diberikan atau diperlihatkan dalam persidangan harus jelas (tidak menduga­

duga). Asas ini memberi penekanan bahwa bukti itu harus lebih terang dari

Cahaya (the proofs out to be clearer that the light).

90. Bahwa terdapat juga asas hukum lainnya yakni Res lpsa Loquitor (the thing

speaks for itself). Bukti itu harus berbicara atas dirinya karena sudah jelas dan

terang benderang.

91. Bahwa dugaan dan indikasi ljazah palsu yang disampaikan oleh Pemohon dalam

permohonan a quo juga telah menimbulkan keraguan fundamental atas

kebenaran materil dari tindak pidana dituduhkan padahal diketahui bahwa untuk

mencapai kebenaran materil yang sesungguhnya maka argumentasi dan bukti

yang dihadirkan haruslah melampaui keraguan apapun (beyond reasonable

doubt).

92. Bahwa selain bukan merupakan kewenangan absolute Mahkamah Konstitusi

untuk memeriksa, mengadili dan memutus kepalsuan ljazah, pemeriksaan dan

pembuktian dengan menerapkan asas-asas pembuktian di atas sulit diterapkan

di Mahmakah Konstitusi.

93. Bahwa telah ternyata dalam Permohonan Pemohon a quo, frase yang dipakai

adalah lndikasi dan Dugaan atas palsunya ljazah Milik Apremoi Dudelusy

Dethan dan tidak menyertakan bukti asli fundamental atau bukti asli penentu

yakni adanya putusan pengadilan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap

(/nkracht Van Gewijsde) yang menyatakan bahwa ljazah Apremoi Dudelusy
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Dethan adalah palsu. 

94. Bahwa dengan demikian, dugaan-dugaan Pemohon di atas hanyalah

merupakan omong kosong belaka atau dugaan tanpa dasar yang bersifat

utopis (ilusionir) sehingga perkara ini bukanlah sebuah perkara yang dapat

dikategorikan sebagai kasus-kasus yang sulit dan unik (hard cases) atau perkara

konkrit atau perkara spesifik. Oleh sebab itu, tidak ada urgensi dan alasan yang

konstitusional dan berdasar hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk mengadili

permohonan a quo.

95. Bahwa hingga saat permohonan a quo dan keterangan pihak terkait a quo

disampaikan tidak ada satupun laporan pidana ke pihak Kepolisian Republik

Indonesia terkait dengan ljazah palsu milik Apremoi Dudelusy Dethan dan

karenanya tidak ada pula satu putusan pengadilan (pidana) yang telah

berkekuatan hukum tetap yang menyatakan ljazah Paket C milik Apremoi

Dudelusy Dethan adalah palsu atau Apremoi Dudelusy Dethan dinyatakan

sebagai terpidana karena telah menggunakan ljazah Paket C palsu.

96. Bahwa oleh karena itu Pihak Terkait memiliki keyakinan hukum bahwa

Mahkamah Konstitusi tidak akan terjebak dan dijebak untuk menyimpang dari

kewenangan absolute konstitusional dan hukum yang melekat dalam dirinya

untuk memeriksa kepalsuan ljazah dalam permohoan a quo. Menyimpangi

kewenangan abosolut Mahkamah Konstitusi merupakan pelanggaran serius atas

UUD 1945 khususnya Pasal 24C ayat (1) dan Pelanggaran serius atas Pasal 10

ayat (1) huruf d UU 24/2003 dan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016.

97. Bahwa berdasarkan uraian di atas, dapat dipastikan ljazah Paket C yang dimiliki

oleh Apremoi Dudelusy Dethan adalah asli, dan telah diterbitkan sesuai dengan

prosedur yang ada.

98. Bahwa berdasarkan uraian di atas permohonan Pemohon harus ditolak

seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk

verklaard/NO).

B. Keterangan Pihak Terkait terhadap Dugaan Pelanggaran Etika Politik (Politik

Uang)

99. Bahwa pada pokoknya, dalam Pokok Permohonan Pemohon Nomor (16-18) telah

mendalilkan dugaan adanya pelanggaran politik uang. Namun, tuduhan tersebut
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bersifat illusionir, karena tidak sama sekali didasari oleh ratio logis dan fakta hukum. 

100.Bahwa secara khusus Pihak Terkait ingin membantah Posita No. 16 dalam pokok

permohonan Pemohon yang intinya menuduh Pihak Terkait telah melakukan

Politik Uang dengan cara melakuan sayembara melalui media sosial dimana

kepada masyarakat Rote Ndao yang berhasil menangkap pelaku politik uang akan

diberikan hadiah sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

101.Bahwa justru sayembara ini dilakukan Pihak Terkait untuk memberantas Praktek

Politik uang yang dilakukan oleh Pasion lainnya. Seharusnya Termohon (KPU)

dan Bawaslu Kabutapen Rote Ndao berterima kasih kepada Pihak Terkait kerena

mendorong dan mendukung upaya memberantas praktek politik uang dalam

pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rote Ndao tahun 2024.

102. Bahwa lagi pula dalam Permohonan Pemohon tidak menjelaskan secara rinci

korelasi sebab-akibat dari dugaan pelanggaran etika politik atau politik uang

tersebut sebagai penyebab kekalahan Pemohon dalam kontestasi di Kab. Rote

Ndao. Faktanya, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Abia Julius Fangidae)

dalam Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil

Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Rote

Ndao menyatakan:

"Hasil dari pada p/eno hari ini masih ada keterkaitan dengan proses hukum yang

sementara ber/angsung di Pengadilan TUN Kupang terkait dengan keabsahan

ijazah dari Ca/on Wakil Bupati dari Psangan Ca/on Nomor Urut 1, akan tetapi kami

menerima hasil perolehan suara yang tertuang dalam formula, MODEL D

HAS/L.KABKO-KWK-BUPA Tl"

103. Bahwa Pemohon sama sekali tidak memahami dasar hukum dan pratek politik

uang yang harus dibuktikan. Seharusnya Pemohon membuktikan Politik uang itu

dilakukan oleh tim pemenangan yang mana? Siapa orangnya? Apakah orang­

orang tersebut masuk dalam tim pemenangan yang ditetapkan dalam surat resmi

dari Pasion? Berapa uang yang dibagikan? Siapa penerimanya, dimana dan

kapan? Dimana video atau bukti lainnya mengenai money politic tersebut atau

dimana bukti adanya praktek politik uang tersebut? Pemohon sama sekali tidak

dapat menunjukkan bukti apapun alias hanya BEROPINI.

104. Bahwa hal ini telah menunjukkan bahwa sejatinya dugaan-dugaan

pelanggaran yang dituduhkan kepada Pihak Terkait, TIDAK ADA
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hubungannya dengan kekalahan Perolehan Suara yang diderita Pemohon 

dalam Kontestasi Pilkada Kab. Rote Ndao. 

105. Bahwa selain itu, Politik Uang adalah sebuah bentuk Tindak Pidana Pemilu

dimana pelanggaran ini harusnya diselesaikan melalui laporan kepada Bawaslu

dan jajarannya yang kemudian ditindaklanjuti oleh Sentra Gakkumdu, yaitu

Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan Umum. Faktanya, sampai saat ini TIDAK

ADA satupun laporan yang disampaikan kepada Bawaslu ataupun Sentra

Gakkumdu, yang berkaitan dengan adanya politik uang yang dilakukan

oleh Pihak Terkait. Hal ini membuktikan, bahwa sejatinya tidak ada bentuk

pelanggaran politik uang yang terjadi.

106. Bahwa dengan demikian tidak terdapat alasan hukum dan bukti hukum yang

fundamental bagi Mahkahah Konstitusi untuk Keputusan Komisi Pemilihan

Umum (KPU) Kabupaten Rote Ndao Nomor 1185 Tahun 2024 Tentang

Penetapan Hasil Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rote Ndao

Tahun 2024, tertanggal 03 Desember 2024 pukul 23.59 WITA;

107. Bahwa dengan demikian Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Rote Ndao

sudah sepatutnya demi hukum menetapkan PIHAK Terkait yakni Pasangan

Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rote Ndao Tahun 2024 Nomor

Urut 1 (Satu) Paulus Henuk dan Apremoi Dudelusy Dethan sebagai Bupati

dan Wakil Bupati Terpilih dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rote

Ndao tahun 2024.

108. Bahwa dengan demikian Pihak Terkait memohon kepada Yang Mulia Majelis

Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan a

quo untuk menolak seluruh permohonan Pemohon atau setidaknya menyatakan

Permohonan Pemohan dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk

Verklaard/NO).

Ill. PETITUM 

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada 

Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan Putusan sebagai 

berikut: 
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Dalam Eksepsi 

1. Mengabulkan seluruh Eksepsi Pihak Terkait;

2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk

Verklaard/NO).

Dalam Pokok Perkara 

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2. Menyatakan Sah, Benar, dan Tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan

Umum (KPU) Kabupaten Rote Ndao Nomor 1185 Tahun 2024 Tentang

Penetapan Hasil Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rote

Ndao Tahun 2024, tertanggal 03 Desember 2024 pukul 23.59 WITA;

3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Rote Ndao untuk

menetapkan Pihak Terkait yakni Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati

Kabupaten Rote Ndao Tahun 2024 Nomor Urut 1 (Satu) Paulus Henuk dan

Apremoi Dudelusy Dethan sebagai Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam

pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rote Ndao tahun 2024.

4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Rote Ndao untuk

melanjutkan tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rote Ndao tahun

2024 hingga ke tahapan pelantikan.

Atau 

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon 

putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bona). 

Demikian Keterangan Pihak Terkait ini, Kami ajukan untuk dapat diperiksa. Kepada 

yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Kami ucapkan terimakasih. 
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